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Abstract

On normative perspective, court upheld law based on the regulation and justice. Judicature was carried out
fast, simple and cheap. However, in practice, judicature process always spent much time because of the formal
procedure. From entering the case to court until decision or finding of court which got the law confirmation, it
always needed much time, complicated process, and much money. Especially for businessmen, case or long
conflict would inflict financial loss. In business world, special skill was needed to decide special conflict in
business world which was not always known by every judge, for example contract. To be able to investigate and
decide those kinds of conflicts completely, it was not enough only having knowledge about regulation as the
law principle. To make a business conflict completion reflected justice or it could be accepted by all parties, law
system gave alternative of conflict completion out of court.   By this way, the burden of court was decreased and
more than that the completion which was the will meeting would not cause a new case. The character of
completion above became an alternative which had to be passed by all parties in conflict, especially business
conflict, to get the effective solution and to decrease or even to abolish conflict because of business.
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Transaksi bisnis umumnya didasarkan pada hu-
bungan saling menguntungkan, kepercayaan di
antara para pihak. Namun demikian, ada kenya-
taannya tetap tidak akan dapat menghilangkan ke-
mungkinan terjadinya perselisihan yang ujungnya
adalah timbulnya sengketa yang tentunya memer-
lukan penyelesaian hukum. Penyelesaian sengketa
tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan dan
di luar pengadilan.

Bentuk penyelesaian sengketa yang amat di-
kenal dan sudah lama digunakan para pihak yang
bersengketa orang adalah penyelesaian melalui
pengadilan. Penyelesaian sengketa bisnis melalui

pengedilan di mata pelaku bisnis seringkali menim-
bulkan permasalahan: 1) Lamanya proses beracara
dan tahap penyelesaian sengketa dari tingkat Peng-
adilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga Kasasi
dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung; 2)
Lama dan panjangnya proses penyelesaian melalui
Pengadilan membawa akibat pada tingginya biaya
penyelesaian (legal cost)sengketa terebut; 3) Per-
sidangan dilakukan secara terbuka, padahal di sisi
lain kerahasiaan merupakan sesuatu yang diuta-
makan dalam kegiatan bisnis; 4) Hakim yang me-
meriksa seringkali kurang mengusai substansi per-
masalahan yang barkaitan dengan perkara yang
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bersangkutan; 5) Citra dunia peradilan di Indone-
sia yang tidak begitu baik.

Melihat adanya kelemahan tersebut,
masyarakat bisnis mulai berpaling ke bentuk
penyelesaian alternatif lainnya seperti arbitrase.
Keberadaan bentuk penyelesaian sengketa seperti
itu telah diakui oleh Undang Undang No. 30 Tahun
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa.

Berikut ini adalah contoh sengketa yang
menggambarkan adanya penyimpangan dari cara
penyelesaian perselisihan yang sebelumnya telah
disepakati bersama, dapat digambarkan dari kasus
berikut berikut: Pada tanggal 22 Juni 1993, sutu
PT. PMA mengirimkan surat kepada distributor-
nya yang intinya memutuskan perjanjian distribusi
yang telah dibuat dan ditandatangani oleh mereka
(perjanjian distribusi) efektif sejak distribusinya itu
tidaklah didasarkan pada keadaan distributor te-
lah melakukan cidera janji, akan tetapi lebih men-
dasar kepada hak yang diberikan kepadanya
untuk memutus perjanjian secara sepihak dengan
suatu pemberitahuan dalam jangka waktu tertentu
sebelumnya.

Ketentuan yang dimaksud diatur dalam sa-
lah satu ketentuan perjanjian distribusi dengan
perumusan sebagai berikut: “this aggrement remain
in affect for period for 24 months effective od the date of
signing of this agreement, when this agreement shall ter-
minate or expire shall be renewed automatically for suc-
ceeding period of 1 year, subject to the right of either
party to terminate, at the end of the initial period, by
return notice from one party or the other at least 90 days
in advance return notice”.

Merasa akan dirugikan, pihak distributor
menolak adanya pemutusan perjanjian secara
sepihak oleh PT. PMA dan mendasarkan peno-
lakannya kepada hal-hal berikut: 1) Ketentuan per-
janjian distribusi mengatakan bahwa jangka waktu
perjanjian adalah untuk jangka waktu dua tahun
sehingga dengan demikian para pihak hanya akan
dapat mengajukan pemutusan secara sepihak pada

akhir jangka waktu dua tahun, dengan adanya
pemberitahuan sebelumnya sekurang-kurangnya
sembilan puluh hari sebelum jangka waktu ber-
akhirnya perjanjian; 2) Perjanjian distributor harus
dilaksanakan dengan itikad baik sehingga dengan
demikian apabila tidak ada cidera janji dari pihak
distributor maka pemutusan perjanjian yang
diajukan oleh pihak PT. PMA adalah suatu pemu-
tusan perjanjian yang didasarkan pada itikad baik
yang tidak baik; 3) Di samping itu, sesuai dengan
ketentuan pasal 1339 KUH.Perdata maka para
pihak tidak saja terikat untuk hal-hal dengan tegas
dinyatakan di dalam perjanjian, tetapi juga untuk
segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan
diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-
undang.

Menyadari bahwa walaupun sebelumnya di
dalam pembicaraan lisan antara menejemen
PT.PMA dan menejemen dari pihak distributor
lebih dibahas kemungkinan pemutusan perjanjian
dengan jangka waktu pemberitahuan 30 hari
sebelumnya, tapi mengingat bahwa perjanjian dis-
tribusi mensyaratkan adanya 90 hari pembe-
ritahuan di muka, PT.PMA kemudian mengirimkan
surat lagi dengan merujuk kepada surat edaran
terdahulu akan tetapi menegaskan bahwa pemu-
tusan perjanjian akan efektif sejak tanggal 29
Sepetember 1993, yaitu 90 hari sejak dikirimnya
surat pemberitahuan pemutusan perjanjian yang
pertama, tertanggal 22 Juni 1993. Sehubungan de-
ngan surat jawaban dari pihak distributor, PT.
PMA memberikan counter jawaban yang isinya se-
bagai berikut: 1) Memang benar bahwa untuk
melakukan pemutusan perjanjian disyaratkan
adanya persatuan dari pihak lain atau adanya
keputusan pengadilan yang memberikan kewe-
nangan untuk melakukan pemutusan perjanjian
tersebut. Akan tetapi, apabila ketentuan perjanjian
telah disetujui dan disepakati oleh para pihak bahwa
para pihak dengan tegas mengesampingkan per-
lakuannya. Ketentuan pasal 1266 KUH.Perdata (hal
ini ternyata secara tegas diatur dalam perjanjian
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distribusi), persetujuan dari pihak lainnya tidaklah
diperlukan; 2) Mengenai argumentasi bahwa
perjanjian hanya dapat diputuskan pada akhir masa
perjanjian itu adalah tidak benar mengingat salah
satu dari ketentuan perjanjian distribusi menga-
takan “...at any time during any extended period by 90
days advance return notice”. Dengan demikian, pada
setiap saat sesudah perjanjian distribusi pernah di-
perpanjang maka dengan pemberitahuan 90 hari
sebelumnya pada pihak boleh dan dapat melaku-
kan pemutusan perjanjian distribusi secara sepihak;
3) Mengenai alasan ketiga “itikad baik”, pihak PT.
PMA justru berpendapat bahwa pihak distributor
lah yang tidak beritikad baik. Apabila distributor
sebelumnya telah menyetujui dan membenarkan,
pada saat menandatangani perjanjian distribusi,
adanya kemungkinan peputusan perjanjian secara
sepihak asalkan memenuhi ketentuan dan per-
syaratan yang disebut di dalam perjanjian distri-
busi, dan bagaimana kemurnian mereka bisa
mengatakan bahwa pemutusan perjanjian yang di-
lakukan PT.PMA tidak didasarkan pada itikad
baik?

Fokus dari permasalahan ini adalah bahwa
telah timbul suatu sengketa antara PT.PMA dan
distributornya. Mengenai hal ini, ketentuan per-
janjian distribusi di dalam salah klausula kese-
pakatannya adalah: “any and all dispute in connec-
tion with this distribution agreement shall so far as pos-
sible be settled amicable between the parties here to. Fail-
ing such an amicable settlement, any and all disputes
arising out of or in connection with the distribution
agreement or its performance, shall settled by a board of
arbitration to be held in Jakarta in the English language
under the rules of the Indonesian National Board of Ar-
bitration (BANI) rules.”

“Each of the party shall have the right to
appoint 1 arbitrator. The two arbitrators in turn
will appoint the third arbitrator, shoul one party
fail to appoint its arbitrator within 14 days from
the appointment of the first arbitrator or should
the two arbitrators then such arbitrator shall be

appointed by the president of BANI or a person
nominated by him on the petition of either party.
The decision of the board of arbitration shall be
final, binding and incontestable and may be used
as a basic of judgement thereon in Indonesia or
else where it shall a determination as to which of
the partied shall pay the cost of the arbitration”.

Berdasarkan ketentuan tentang penyelesaian
yang ada maka seharusnya atas setiap sengketa
yang muncul akan diselesaikan dengan suatu ad
hoc arbitration yang terdiri atas 3 (tiga) orang ar-
biter dengan menggunakan ketentuan dari BANI
akan tetapi apa yang kemudian terjadi dan dila-
kukan para pihak adalah bahwa setelah melakukan
pembicaraan yang sensitif dan memakan waktu
cukup lama, para pihak akhirnya sepakat untuk
memajukan perkara mereka kepada seorang arbi-
ter tunggal yang akan ditunjuk dan disepakati
sebelumnya yaitu badan arbitrase akan terdiri dari
tiga orang arbiter, lebih jauh lagi pihak arbiter yang
ditunjuk lebih cenderung kalau dirinya kalau
dirinya disebut sebagai unofficial arbitrator.

Berdasarkan pendahuluan yang diuraikan di
atas, permasalahan mendasar yang kiranya
memerlukan klarifikasi dan elaborasi lebih lanjut,
yaitu 1) Bagaimana penyelesaian sengketa bisnis
melalui lembaga arbitrase? dan 2) Bagaimana ke-
kuatan hukum putusan arbitrase terhadap penye-
lesaian sengketa bisnis? Kedua hal tersebut akan
dikaji berdasarkan Undang Undang No. 30 Tahun
1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyele-
saian Sengketa.

Metode

Dalam penelitian ini, metode yang dipakai
adalah penelitian hukum normatif. Dasar per-
timbangan pendekatan tersebut adalah karena
penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara
teoritik tentang penyelesaian sengketa melalui lem-
baga arbitrase dan melakukan intepretasi sister-
matis, yang bertitik tolak dari suatu sistem aturan
mengartikan suatu ketentuan hukum.
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Penelitian ini juga menggunakan pendekatan
statute aproach, yaitu suatu pendekatan yang
mengacu pada peraturan perundang-undangan.
Dalam hal ini undang-undang nomor 30 tahun 1999
tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian seng-
keta dan peraturan perundang-undangan lainnya
yang terkait.

Bahan-bahan hukum yang dipergunakan da-
lam penelitian ini mencakup bahan hukum primer
meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Ten-
tang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Seng-
keta. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku
literatur dan pendapat para sarjana yang ber-
kenaan dengan arbitrase. Bahan hukum tersier
meliputi bahan hukum lain di luar bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder yang dapat
mendukung, seperti kamus Bahasa Indonesia dan
Kamus Hukum yang bekenaan dengan masalah
arbitrase.

Teknik analisis yang dilakukan untuk meng-
hasilkan deskripsi atau gambaran keadaan tentang
arbitrase di Indonesia dengan mendasarkan pada
bahan hukum primer yang didukung dengan bahan
hukum sekunder dan dan bahan hukum tersier.
Selain itu digunakan pula content analisis terhadap
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang
Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pembahasan
Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui
Lembaga Arbitrase

Syarat-syarat Arbitrase
Salah satu syarat pokok terjadinya arbitrase

adalah adanya kehendak dari para pihak (yang
bersengketa) untuk menyelesaikan setiap perbe-
daan pendapat, perselisihan maupun sengketa
yang terjadi diantara mereka melalui pranata arbi-
trase, di luar pranata peradilan yang dituangkan
atau dibuat secara tertulis dalam suatu klausula

arbitrase dalam perjanjian dalam pokok sebelum
perselisihan atau sengketa lahir, maupun dalam
bentuk suatu perjanjian arbitrase tersendiri setelah
perbedaan pendapat, perselisihan atau sengketa
timbul.

Meskipun secara tegas diatur dalam suatu
klausula arbitrse dalam perjanjian pokok mengenai
maksud dan kehendak para pihak untuk menye-
lesaikan perbedaan pendapat, perselisihan atau
sengketa yang timbul melalui arbitrase, proses
jalannya kegiatan penyelesaian perbedaan pen-
dapat, perselisihan atau sengketa melalui arbitrse
itu sendiri harus dibuat melalui suatu pemberi-
tahuan oleh salah satu pihak dalam perjanjian
(pokok) kepada pihak lainnya dalam perjanjian
bahwa syarat-syarat penyelesaian melalui arbitrse
telah berlaku.

Di dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) UU. No.
30 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pemberitahuan
mengenai berlakunya syarat dan ketentuan
arbitrase tersebut harus dibuat secara tertulis dan
dapat disampaikan oleh salah satu pihak selaku
pemohon arbitrase dengan salah satu cara antara
lain: 1) Surat tercatat; 2) Telegram; 3) Teleks; 4)
Fax; 5) Email; 6) Buku ekspedisi.

Surat pemberitahuan untuk mengadakan
arbitrase tersebut harus memuat dengan jelas: 1)
Nama dan alamat para pihak; 2) Penunjukan
kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang ber-
laku; 3) Perjanjian atau masalah yang menjadi
sengketa; 4) Dasar tuntutan dan jumlah yang
dituntut apabila ada; 5) Cara penyelesaian yang
dikehendaki; 6) Perjanjian yang diadakan oleh para
pihak tentang jumlah arbiter atau apabila tidak
pernah diadakan perjanjian semacam itu pemohon
dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang
dikehendaki dalam jumlah ganjil.

Selanjutnya jika, pemilihan penyelesaian per-
bedaan pendapat, perselisihan atau sengketa ter-
sebut dilakukan setelah perbedaan, perselisihan
atau sengketa terjadi, yang diputuskan untuk dise-
lesaikan melalui suatu perjanjian arbitrse yang ter-
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tulis, maka perjanjian arbitrase tersebut harus
memuat: 1) Masalah yang dipersengketakan; 2)
Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak; 3)
Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter/majelis
arbitrase; 4) Tempat arbiter/majelis arbitrase akan
mengambil keputusan; 5) Nama lengkap sekretaris;
6) Jangka waktu penyelesaian sengketa; 7) Per-
nyataan kesediaan dari arbiter; dan 8) Pernyataan
kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk me-
nanggung segala biaya yang diperlukan untuk
penyelesain sengketa melalui arbitrase.

Perjanjian arbitrase tertulis yang tidak me-
muat ketentuan tersebut diatas adalah batal demi
hukum. Ini merupakan syarat objektif dari perjan-
jian arbitrase, selain syarat objektif sebagaimana
yang telah ditentukan dalam pasal 5 No. 30 tahun
1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian
sengketa.

Setelah pemberitahuan mengenai berlakunya
klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase dise-
pakati oleh para pihak, maka para pihak harus mulai
mengangkat arbiter yang akan bertugas untuk
menyelesaikan perbedaan pendapat, perselisihan
dan atau sengketa yang telah ada.

Selanjutnya UU tersebut tidak mengatur
mengenai syarat-syarat hapusnya perjanjian arbit-
rase, namun sebaliknya mengarut secara negatif
hal-hal yang tidak menjadikan hapus atau batalnya
perjanjian arbitrase, yaitu diatur dalam Pasal 10.

Menurut Gunawan dan Ahmad (2001, 59),
perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan
oleh keadaan dibawah ini: 1) Meninggalnya salah
satu pihak; 2) Bangkrutnya salah satu pihak; 3)
Novasi; 4) Insolvensi salah satu pihak; 5) Pewa-
risan; 6) Berlakunya syarat-syarat hapusnya peri-
katan pokok; 7) Bilamana pelaksanaan perjanjian
tersebut dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan
persetujuan pihak yang melakukan perjanjian
arbitrase tersebut; atau 8) Berakhirnya atau batal-
nya perjanjian pokok.

Arbiter
Pada prinsipnya siapa saja dapat menjadi

arbiter asal mempunyai keahlian yang diharapkan
untuk menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi.
Seorang arbiter bisa seorang ahli hukum bisa juga
seorang ahli dibidang tertentu. Dahulu seorang
wanita berdasarkan pasal 617 ayat (2) Rv. dilarang
untuk menjadi seorang arbiter atau wasit, tetapi
kini wanita tidak dilarang menjadi seorang arbi-
ter, asalkan memenuhi persyaratan yang ditentu-
kan oleh undang-undang (Rahmadi, 2003, 129).

Dinyatakan dalam Pasal 12 UU No. 30 Tahun
1999 bahwa yang dapat ditunjuk atau diangkat
sebagai arbiter adalah mereka yang memenuhi
syarat sebagai berikut: 1) Cakap melakukan tin-
dakan hukum; 2) Berumur paling rendah 35 tahun;
3) Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah
atau semenda sampai dengan derajat kedua de-
ngan salah satu pihak bersengketa; 4) Tidak mem-
punyai kepentingan finansial atau kepentingan lain
atas putusan arbitrase; 5) Memiliki pengalaman
serta menguasai secara aktif di bidangnya paling
sedikit 15 tahun; 6) Dengan ketentuan bahwa
hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lain-
nya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai
arbiter.

Ditentukan dalam Pasal 13 UU dimaksud,
bahwa dalam hal para pihak tidak dapat mencapai
kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak
ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan
arbiter, ketua pengadilan negeri dapat menunjuk
arbiter atau majelis arbiter.

Untuk arbitrase Ad Hoc, ditentukan bahwa
setiap ketidaksepakatan dalam penunjukan seorang
atau beberapa arbiter, para pihak dapat mengaju-
kan permohonan kepada ketua pengadilan negeri
untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam
rangka penyelesaian sengketa para pihak (Gunawan,
2002, 111).

Di dalam hal para pihak telah bersepakat bah-
wa sengketa yang timbul akan diperiksa dan di-
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putus oleh arbitrase tunggal, para pihak wajib un-
tuk mencapai suatu kesepakatan tentang pengang-
katan arbiter tunggal.

Untuk itu pemohon arbitrase wajib secara
tertulis dengan surat tercatat, telegram, teleks, fax,
e-mail, atau dengan buku ekspedisi harus meng-
usulkan kepada pihak termohon arbitrase nama
orang yang dapat diangkat sebagai arbiter tunggal.
Jika dalam waktu selambat-lambatnya 14 (Empat
Belas) hari setelah termohon menerima usul pemo-
hon, para pihak tidak berhasil menentukan arbi-
ter tunggal, atas permohonan dari salah satu pihak,
ketua pengadilan dapat mengangkat arbiter tunggal.

Selanjutnya ditentukan juga bahwa ketua
pengadilan negeri akan mengangkat arbiter tung-
gal berdasarkan daftar nama yang disampaikan
oleh para pihak, atau yang diperoleh dari organi-
sasi atau lembaga arbitrase sebagaimana yang
dimaksud dalam pasal 34, dengan memperhatikan
baik-baik rekomendasi maupun keberatan yang di-
ajukan oleh para pihak yang bersangkutan. (Gunawan,
2002, 112).

Jika para pihak sepakat bahwa penyelesaian
akan dilakukan oleh suatu majelis arbitrase yang
terdiri dari 3 orang, maka Undang Undang No.
30 Tahun 1999 menentukan bahwa penunjukan dua
orang arbiter oleh para pihak memberi wewenang
kepada arbiter tersebut untuk memilih dan menun-
juk arbiter yang ke tiga yang akan berfungsi seba-
gai ketua majelis arbiter.

Isyarat untuk itu dinyatakan dalam Pasal 16
yang mensyaratkan bahwa arbiter yang ditunjuk
atau diangkat wajib menentukan apakah arbiter
yang bersangkutan akan menerima atau menolak
penunjukan atau pengangkatan tersebut, yang
wajib disampaikan secara tertulis kepada para
pihak dalam waktu paling lama 14 (Empat Belas)
hari terhitung sejak tanggal penunjukan atau
pengangkatan.

Proses Pemeriksaan Sengketa dalam Arbitrase

Mengenai acara yang berlaku di hadapan
arbitrase, dinyatakan alam Pasal 27 UU. No. 30
Tahun 1999 bahwa: “semua pemeriksaan sengketa yang
dilakukan oleh arbitrase atau majelis arbitrase dilakukan
secara tertutup”. Klausula ini merupakan salah satu
kelebihan dari lembaga arbitrase terhadap lem-
baga peradilan pada umumnya.

Sifat kerahasiaan ini cenderung menjadi
pilihan utama bagi kalangan usahawan yang tidak
menginginkan masyarakat umum mengetahui
adanya suatu perselisihan, sengketa atau bahkan
perkara yang dialami oleh usahanya dengan pihak
lain yang mungkin juga merupakan mitra usa-
hanya.

Sebagaimana halnya proses pemeriksaan per-
adilan umumnya, para pihak bersengketa mem-
punyai hak dan kesempatan yang sama untuk
didengar pendapatnya, serta untuk mengemuka-
kan pendapatnya masing-masing. Para pihak yang
bersengketa tersebut dapat diwakilioleh kuasanya
berdasarkan suatu surat kuasa khusus.

Ketentuan di atas adalah sesuai dengan asas
yang dikenal sebagai Audi Alteram Partem (dengar-
lah juga pihak yang lain). Artinya bahwa kedua
pihak ini sama kedudukannya baik pemohon mau-
pun termohon dalam sengketa pemeriksaan tim
arbitrase. Dan harus dipergunakan asas keadilan
dan kepatutan dalam cara mendengarkan semua
pihak yang berperkara.

UU. No. 30 Tahun 1999 memungkinkan ma-
suknya pihak ke tuga di luar perjanjian untuk turut
serta dan menggabungkan diri dalam proses
penyelesaian sengketa melalui arbitrase, jika ter-
dapat unsur-unsur yang terkait. Walaupun demi-
kian sedikit berbeda dengan proses peradilan pada
umumnya, keikutsertaan pihak ke tiga ini perlu
disepakati oleh pihak yang bersengketa serta dise-
tujui oleh arbiter atau majelis arbitrase yang me-
meriksa sengketa yang berangkutan.
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Mengenai jangka waktu pemeriksaan arbit-
rase, rumusan pasal 48 UU. No. 30 tahun 1999
mewajibkan pemeriksaan atas sengketa untuk
diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 180
hari terhitung sejak arbiter atau majelis arbitrase
terbentuk.

Proses Jalannya Pemeriksaan Arbitrase

Seperti halnya proses persidangan dalam
pranata peradilan, jalannya proses pemeriksaan
sengketa dalam pranata arbitrase ini juga diawali
dengan pemasukan surat permohonan oleh
pemohon dan selanjutnya diikuti dengan proses
penjawaban surat permohonan tersebut oleh pihak
termohon, sebagai bagian dari hak para pihak
untuk didengar selama proses pemeriksaan ber-
langsung.

Berikut ini adalalah proses pemeriksaan
dalam pranata arbitrase mulai awal hingg dike-
luarkan Berita Acara. 1) Pemasukan Surat Permo-
honan. Segera setelah majelis arbiter dibentuk,
arbiter harus segera memberitahukan kepada para
pihak akan kewajiban untuk memasukan surat per-
mohonan yang berisikan tuntutannya kepada
(majelis) arbiter tersebut (Gunawan, 2002, 133-
134). 2) Jawaban atas Surat Permohonan. Jika ter-
mohon setelah lewat jangka waktu 14 hari tersebut
diatas tidak menyampaikan jawabannya maka
menurut pasal 39 UU. No. 30 tahun 1999 tentang
arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa,
arbiter atau ketua majelis arbitrase wajib memang-
gil termohon atau kuasanya untuk hadir dalam
sidang arbitrase dalam jangka waktu 14 hari ter-
hitung sejak surat perintah menghadap dike-
luarkan. 3) Kehadiran Para Pihak Dalam Sidang
Arbitrase. Berdasarkan pasal 44 UU. No. 30 tahun
1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian
sengketa, jika pada hari yang ditentukan oleh ar-
biter/majelis arbitrase, berdasarkan pada surat
perintah menghadap yang telah dikeluarkan, ter-
nyata pemohon tanpa suatu alasan yang sah tidak

datang menghadap, sedangkan telah dipanggil se-
cara patut, surat tuntutannya dinyatakan gugur
dan tugas arbiter atau majelis arbiter dianggap
selesai. Sedangkan jika pada hari yang telah di-
tentukan tersebut termohon tanpa suatu alasan sah
tidak datang menghadap, sedangkan termohon
telah dipanggil secara patut, maka arbiter atau
majelis arbitrase harus segera melakukan pe-
manggilan sekali lagi. Selambat-lambatnya 10 hari
sejak pemanggilan kedua diterima termohon, dan
termohon tanpa alasan sah juga tidak datang maka
pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya
termohon, dan tuntutan pemohon dikabulkan
seluruhnya kecuali jika tuntutan tidak beralasan
atu tidak berdasarkan hukum. 4) Perdamaian. Pasal
45 UU. No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan
alternatif penyelesaian sengketa menentukan
bahwa jika para pihak datang menghadap pada
hari yang telah ditetapkan maka arbiter atau
majelis arbitrase harus lebih dahulu mengusahakan
perdamaian antara para pihak yang bersengketa.
Jika tercapai perdamaian antara keduanya maka
arbiter atau majelis arbitrase membuat suatu akta
perdamaian yang final dan mengikat para pihak
dan memerintahkan para pihak untuk memenuhi
ketentuan perdamaian tersebut. 5) Pemeriksaan
Pokok Sengketa. Sengketa arbitrase hanya dapat
diselesaikan bila disertai dengan bukti-bukti,
artinya tuntutan hanya akan dikabulkan arbiter
atau majelis arbitrase bila dirinya dalap membuk-
tikan tuntutannya tersebut dengan cara meng-
ajukan sejumlah alat bukti sebagai pendukungnya.
Meskipun pasal-pasal dalam UU. No. 30 tahun 1999
tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian
sengketa tidak mengatur secara khusus alat-alat
bukti yang sah yang dipergunakan dalam pemerik-
saan arbitrase, akan tetapi dengan berpedoman
pada sistem pemeriksaan arbitrase yang harus dila-
kukan secara tertulis, maka alat bukti yang paling
menonjol adalah dokumentasi atau surat lainnya,
disamping alat bukti lainnya yang diatur dalam
hukum acara perdata kita.
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Kekuatan Hukum Keputusan Arbitrase

Putusan arbitrase merupakan suatu putusan
yang diberikan oleh arbitrase Ad Hoc maupun
lembaga arbitrase atas suatu perbedaan pendapat,
perselisihan paham maupun persengketaan
mengenai suatu pokok persoalan yang lahir dari
suatu perjanjian dasar (yang memuat klausula
arbitrase) yang diajukan pada arbitrase ad hoc ter-
sebut, maupun lembaga arbitrase untuk diputuskan
olehnya. Sebagai suatu pranata hukum, arbitrase
dapat mengambil berbagai macam bentuk yang di-
sesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang dike-
hendaki oleh para pihak dalam perjanjian.

Menurut Gunawan (2002, 138), berdasarkan
pada tempat di mana arbitrase tersebut diputus-
kan, secara umum putusan arbitrase dapat kita be-
dakan di dalam: 1) Putusan arbitrase nasional yang
merupakan putusan arbitrase yang diambil atau
dijatuhkan di Negara Republik Indonesia; 2) Arbit-
rase Internasional atau arbitrase asing, yang meru-
pakan putusan arbitrase yang dijatuhkan di negara
di luar Negara Republik Indonesia.

Pembedaan tersebut penting artinya pada
saat kita akan membicarakan pelaksanaan dari
suatu putusan arbitrase.

Menurut M. Yahya Harahap (1989, 670),
putusan arbitrase hanya mengikat kedua belah
pihak yang mengadakan perjanjian apabila sesuai
dengan undang-undang yang berlaku. Pasal 631
Rv. meletakkan suatu asas bahwa putusan arbitrase
harus berdasarkan peraturan hukum yang berlaku
dalam bidang yang disengketakan. Pasal tersebut
diterjemahkan para wasit menjatuhkan keputusan
menurut aturan-aturan perundang-undangan
kecuali jika menurut kompromi mereka diberi we-
wenang untuk memutus berdasarkan keadilan.

Asas ex aequo et bono atau diterjemahkan se-
bagai asas kepatutan dan keadilan merupakan salah
satu asas pokok yang harus dipakai bagi arbiter
atau majelis arbitrase dalam melakukan penilaian
untuk menjatuhkan putusan arbitrase atas perkara

yang dipercayakan untuk ditangani, diperiksa dan
diputus olehnya. Walaupun dikatakan berdasar-
kan kepatutan dan keadilan, arbiter atau majelis
arbitrse tetap tidak diperkenankan untuk menge-
nyampingkan aturan hukum (materiil) memaksa
(dwingende regels) yang berlaku (Gunawan, 2002,
138).

Binded Advies, pada pasal 52 UU. No. 30 tahun
1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian
sengketa, yaitu para pihak berhak untuk memohon
pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrse atas
hubungan hukum tertentu suatu perjanjian. Oleh
karena itu lembaga arbitrase dalat menerima per-
mintaan yang diajukan oleh para pihak dalam
suatu perjanjian dan memberikan suatu pendapat
yang mengikat (binding opinion) mengenai per-
soalan berkenaan dengan perjanjian tersebut,
misalnya penafsiran ketentuan yang kurang jelas
dan penembahan atau perubahan pada ketentuan
yang berhubungan dengan munculnya keadaan
baru.

Pada intinya putusan maupun pendapat
arbitrase berisikan pernyataan yang diucapkan
oleh arbiter atau majelis arbitrase yang berbentuk
tertulis. Pernyataan arbiter atau majelis arbitrase
tersebut akan berbentuk putusan arbitrse bila di
dalamnya terdapat unsur sengketa, sedangkan
kalau pernyataan arbiter atau majelis arbitrase
tersebut dituangkan dalam bentuk pendapat
arbitrase bila isinya tidak terdapat sengketa.

Suatu putusan arbitrase dikatakan sah dan
mempunyai kekuatan berlaku jika memenuhi
persyaratan yang disebutkan dalam pasal 54 UU.
No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif
penyelesaian sengketa, yaitu: 1) Kepala putusan
yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa”; 2) Nama lengkap dan
alamat para pihak; 3) Uraian singkat sengketa; 4)
Pendirian para pihak; 5) Nama lengkap dan alamat
arbiter; 6) Pertimbangan dan kesimpulan arbiter
atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan seng-
keta; 7) Pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal ter-
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dapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase;
8) Amar putusan; 9) Tempat dan tanggal putusan;
10) Tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.

Menurut Munir (2003, 102-103), dalam
pengambilan putusan oleh suatu majelis arbitrse,
dikenal dua sistem pengambilan putusan yaitu
sebagai berikut: 1) Sistem musyawarah; 2) Sistem
mayoritas; 3) Sistem perwasitan; 4) Sistem kom-
binasi antara mayoritas dengan perwasitan.

Suatu putusan arbitrase haruslah memuat
data, analisis, kesimpulan, dan amar putusan yang
sejelas mungkin, dan putusan tidak boleh kabur.
Selain itu bahasa yang digunakan pun harus
bahasa yang jelas, sebagaimana suatu putusan da-
lam pengadilan. Disamping itu menurut Munir
(2002, 104) terdapat juga beberapa ketentuan se-
hubungan dengan persyaratan dari putusan
arbitrase, yaitu: 1) Apakah putusan dapat melebihi
yang diminta oleh para pihak? 2) Apakah putusan
dapat berlandaskan kepada keadilan dan kepatutan
semata (ex aequo et bono)? 3) Apakah dapat di-
ambil putusan secara voting jika tidak semua arbi-
ter menyetujui isi putusan tersebut?

Pada prinsipnya menurut pasal 60 UU. No.
30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif
penyelesaian sengketa, putusan arbitrse bersifat
final dan mengikat. Tidak ada banding dan kasasi.
Memang ada upaya perlawanan ke Pengadilan
Negeri. Upaya perlawanan tersebut hanya dapat
dilakukan kepada ketua pengadilan negeri itu pun
sangat terbatas, yaitu sebagai berikut: 1) Surat atau
dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan sete-
lah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinya-
takan palsu; 2) Setelah putusan diambil ditemukan
semacam novum yakni ditemukan dokumen yang
bersifat menentukan yang disembunyikan oleh
pihak lawan; 3) Putusan arbitrse diambil dari hasil
tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak
dalam pemeriksaan sengketa.

Pembatalan merupakan suatu upaya hukum
yang diberikan kepada para pihak yang berseng-
keta untuk meminta kepada pengadilan negeri agar

suatu putusan arbitrase dibatalkan baik terhadap
sebagian isi putusan ataupun terhadap seluruh isi
putusan tersebut.

Menurut ketentuan Undang Undang, bahwa
permohonan pembatalan terhadap suatu putusan
diajukan kepada ketua pengadilan negeri. Dalam
hubungan ini, yang menjadi permasalahan adalah
pengadilan negeri mana yang berkompeten untuk
itu. Karena UU tidak mengindikasikan pengadilan
negeri yang berkompeten tersebut, maka kiranya
Mahkamah Agung sebaiknya memberikan ketegas-
an tentang hal ini agar tidak terjadi kesimpangsiur-
an dalam praktek.

Pada dasarnya putusan arbitrase nasional
harus dilaksanakan oleh para pihak secara suka
rela. Jika para pihak tidak bersedia memenuhi
pelaksanaan putusan arbitrase itu secara suka rela
maka putusan itu dilaksanakan secara paksa, yaitu
diperlukan adanya campur tangan dari pihak
Ketua Pengadilan Negeri dan aparatnya untuk me-
maksakan pelaksanaan eksekusi yang bersang-
kutan.

Agar dapat dieksekusinya suatu putusan
arbitrase, sebelumnya harus dilakukan suatu pro-
sedur hukum yang disebut “akta pendaftaran”.
Yang dimaksud dengan akta pendaftaran adalan
pencatatan dan penandatanganan baian akhir atau
di pinggir dari putusan arbitrase asli atau salinan
otentik yang ditandatangani bersama-sama oleh
panitera pengadilan negeri dan arbiter atau kua-
sanya yang menyerahkan putusan arbitrase terse-
but. Penandatanganan tersebut dilakukan pada
saat pencatatan dan pendaftaran putusan arbitrase
di Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling
lama 30 hari terhitung sejak putusan diucapkan.

Ada satu prinsip hukum dalam eksekusi pu-
tusan arbitrase, yaitu putusan arbitrase bersifat
independen sehingga tidak dapat dicampuri oleh
ketua pengadilan negeri ketika dilaksanakan ekse-
kusi. Pasal 62 ayat (1) UU. No. 30 tahun 1999 mela-
rang ketua pengadilan negeri untuk memeriksa
alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.
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Dengan demikian, ketua pengadilan tidak mem-
punyai wewenang untuk meninjau suatu putusan
arbitrase secara materiil. Akan tetapi, ketua peng-
adilan negeri tersebut memiliki kewenangan untuk
meninjau secara formal.

Kewenangan peninjauan putusan arbitrase
secara formal tersebut diberikan kepada ketua
pengadilan negeri berdasarkan pasal 26 ayat (2)
UU. No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan
alternatif penyelesaian sengketa. Penolakan ekse-
kusi oleh ketua pengadilan negeri tersebut dilaku-
kan jika ada alasan-alasan sebagai berikut: 1)
Putusan dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbit-
rase yang tidak berwenang untuk memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara sengketa
arbitrase yang bersangkutan; 2) Putusan dijatuhkan
melebihi batas kewenangan arbiter atau majelis
arbitrase yang diberikan oleh para pihak yang
besengketa; 3) Putusan yang dijatuhkan ternyata
tidak memenuhi syarat-syarat penyelesaian seng-
keta melalui arbitrse, yaitu: a) Sengketa yang di-
putus bukan sengketa di bidang perdagangan atau
tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum per-
dagangan yang menjadi wewenang lembaga
arbitrse untuk menyelesaiaknnya; b) Sengketa
yang diputus bukan mengenai hak yang menurut
hukum dan peraturan perundang-undangan
dikuasai pepenuhnya oleh pihak yang bersengketa;
c) Sengketa yang diputus ternyata termasuk seng-
keta yang menurut peraturan perundang-undang-
an tidak dapat diadakan perdamaian. 4) Putusan
yang dijatuhkan ternyata bertentangan dengan
kesusilaan dan ketertiban umum.

Secara singkat, prinsip-prinsip hukum dalam
tata cara pelaksanaan putusan arbitrase menurut
UU. No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alter-
natif penyelesaian sengketa, yaitu: 1) Arbiter atau
kuasanya wajib mendaftarkan asli atau salinan
otentik putusan arbitrase di kantor pengadilan
negeri, dilengkapi asli atau salinan otentik peng-
angkatan sebagai arbiter (pasal 59); 2) Pelaksanaan
putusan arbitrase berdasarkan perintah ketua

pengadilan negeri (pasal 61); 3) Sebelum pem-
berian pelaksanaan perintah ketua pengadilan
negeri memeriksa terlebih dahulu hal-hal yang ber-
kaitan dengan: a) Ada atau tidaknya perjanjian
arbitrase bagi pihak-pihak; b) Apakah perjanjian
arbitrase berada dalam lingkup hukum perdagang-
an dan mengenai hak yang dikuasai sepenuhnya
oleh pihak yang bersangkutan. (pasal 62 jo. Pasal
4 jo. Pasal 5); 4) Ketua pengadilan negeri tidak ber-
wenang memeriksa pertimbangan dari putusan
arbitrase (pasal 62 ayat 4); 5) Penolakan ketua peng-
adilan negeri atas permohonan pelaksanaan ekse-
kusi, bersifat final dan tidak ada upaya banding
(pasal 62 ayat (3), akan tetapi terhadap putusan
penolakan itu, pihak pemohon berhak mengajukan
permohonan kasasi (pasal 29 UU MA).

Penutup

Arbitase merupakan alternatif penyelesaian
sengketa di luar pengadilan yang secara normatif
harus ditempu sebelum persidangan mengenai
perkara persengektaan itu diproses melalui jalur
hukum formal. Para pihak memilih arbitrase antara
lain karena mereka menganggap penyelesaian
sengketa akan dapat diselesaikan dengan cepat dan
tidak terbuka untuk umum, sehubungan dengan
adanya rahasia b9isnis yang tidak boleh diketahui
umum, dan yang selalu dijaga kerahasiaannya oleh
kalangan bisnis.

Pada perspektif ini, putusan arbitrase bersifat
mandiri, final, mengikat dan absolut. Manakala
sudah ada kesepakatan maka secara administratif
lembaga pengadilan tidak diperkenankan untuk
memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan
arbitrase. Pengadilan Negeri sebagai pihak yang
secara kelembagaan menaungi lembaga arbitrase
tersebut berkwenangan memberikan legitimasi.
Maknanya bahwa Pengadilan Negeri tidak lagi
berkewenangan memeriksa persengekataan itu.

Arbiter, atau majelis arbitrase merupakan
pihak yang berhasil mempertemukan para pihak
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dalam persengektaan. Oleh karena itu putusannya
mengikat, dan menjadi cermin pertemuan antar
para pihak yang berkehendak menyelesaikan
perselisihan bisnis mereka. Namun demikian
perjanjian arbitrase tidak otomatis batal, meskipun
perjanjian pokok batal atau karena syarat-syarat
hapusnya perikatan berlaku.

Perspektif yang kiranya perlu dikembangkan
adalah bahwa arbitrase sebaiknya menjadi metode
penyelesaian sengketa yang dipilih apabila pihak
yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan seng-
keta mereka secara damai, atau antarmereka
sendiri. Para pihak yang bersengketa dapat memi-
lih para arbiternya sendiri dan untuk ini tentunya
akan dipilih mereka yang dipercaya memiliki
integritas, kejujuran, keahlian, dan profesionalisme
di bidang masing-masing.

Mengingat kekurangjelasan aturan pelak-
sana, harusnya Mahkamah Agung selaku lembaga
peradilan tertinggi mengeluarkan peraturan su-
paya sengketa dalam dunia usaha dan bisnis dapat
diselesaikan melalui arbitrase dalam tingkat per-
tama dan dengan syarat-syarat tertentu boleh
berpaling pada peradilan umum dalam hal para
pihak yang besengketa tidak puas dengan kepu-
tusan arbiter.
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